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ABSTRACT

This Thesis is discusses about The United Nations role in law enforcement
of Human Rights Protection. As an organization that is fully committed to
human rights its become a liability to UN for taking a part in the enforcement of
human rights.The Method that is used is normative method, by literature
study. Finally, the result of the research is that United Nations has assisted
in religious freedom, encourages Indonesia to strengthen the Human Rights
Institute as National Human Rights Commission,established ICIET and
UNAMET to assist East Timor solve human rights cases and objectify the
referendum of East Timor.UN also insist Indonesia to conduct a dialogue
with the Papuan residents in order to resolve the issue of human rights
violations in Papua.The researcher gives solutions that is improving laws /
regulations regarding the protection and enforcement of human rights in
Indonesia formed a special mission to resolve the issue of human rights
violations in Papua.

Keywords : The United Nations, Law Enforcement, Indonesia, Human
Rights
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan masalah yang paling
sering dibahas dalam dunia internasional.Disamping itu,pelanggaran
HAM masih sering terjadi didalam kehidupan sehari-hari.Terjadinya
pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor
interal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud di sini adalah
dorongan yang berasal dari dalam diri pelanggar HAM itu sendiri
dikarenakan kurangnya kesadaran akan HAM sedangkan faktor
eksternal yang menyebabkan pelanggaran HAM banyak terjadi
karena masalah politik, Perbedaan ras dan sebagainya.

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 adalah “seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia”.

Macam-macam HAM yang dapat dibedakan menjadi

beberapa aspek,antara lain :



1. Hak-hak sipil dan politik, antara lain memuat hak-hak yang telah
ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti:

a. Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi
bagi yang kebebasannya dilanggar;

b. Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak
atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;

c. Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati
hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberi tahu
alasan-alasan pada saat penangkapan persamaan hak dan
tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan
berekspresi.

2. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Di dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945 ditentukan :

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Pasal 28D ayat (2)

Perubahan UUD 1945 tertulis: Setiap orang berhak untuk bekerja

serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja.Hak atas upah, Kondisi kerja yang aman dan
sehat, hak atas penghidupan yang layak dan sebagainya. Hak

Sosial dan Budaya yang termasuk di dalamya adalah asuransi

sosial, hak atas pendidikan, hak untuk mengambil bagian dalam

kehidupan budaya, hak untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu



pengetahuan dan penerapannya, hak ntuk mendapatkan
keuntungan dari perlindungan kepentingan moral dan material
yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan sebagainya.!

Dalam International Covenant on Economic, Social and
Cultural 1966, pasal 6 ayat (1) menentukan “negara-negara peserta
perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja yang meliputi setiap
orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan
pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan
mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak
ini”.

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan
hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-
kaidah perilaku yang terhadapnya Negara-negara merasa dirinya
terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara
umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.”

Berdasarkan Hukum Internasional, perlindungan HAM telah
diatur dalam Universal Declaration Of Human Rights 1948 (UDHR)
dan berbagai perjanjian internasional. UDHR merupakan dokumen

HAM yang terdapat dalam Resolusi Majelis Umum PBB sifatnya

merupakan international soft law (universal common understanding)

! International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights /ICESCR
2]J.G. Starke, 2000, Introduction to International Law, terjemahan dalam bahasa

Indonesia oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, 2010, Pengantar Hukum Internasional, PT
Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3



yang memuat standar umum perlindungan HAM.Deklarasi ini terdiri
dari 30 pasal yang berisi mengenai hak dan kebebesan tanpa
membeda-bedakan ras, agama, budaya, kedudukan dan sebagainya.
Contoh hak-hak yang tercantum dalam deklarasi ini adalah hak-hak
sipil dan politik,antara lain,hak untuk hidup,hak kebebasan dan
keamanan pribadi, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan
atau perlakuan,maupun hubungan vyang kejam, hak untuk
memperoleh pengakuan hukum dimana saja,hak-hak ekonomi,sosial

dan juga budaya.

Disamping melalui UDHR berbagai instrumen Hukum
Internasional tentang HAM telah dibuat antara dua yang sangat

penting antara lain :

a. International Covenant on Political and Civil Rights (ICCPR)
1966 yang telah di ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2005

b. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Tahun1966
yang telah di ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2005. beserta protokol-protokol tambahannya.

HAM di Indonesia sebagai nilai universal telah dimuat dalam
Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun

dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen



UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum
Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan
pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/Universal Declaration on
Human Rights (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM
lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Terdapat
sembilan instrumen pokok HAM internasional yang telah diratifikasi

Indonesia, yaitu:

1) Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women (UU no. 7/1984);

2) Convention on the Rights of the Child (Keppres no.
36/1990), termasuk Optional Protocol to the Convention
on the Rights of the Child on the Involvement of Children
in Armed Conflict (UU no. 9/2012) dan Optional

3) Protocol to the Convention on the Rights of the Child on
the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography (UU no. 10 tahun 2012);

4) Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman,
or Degrading Treatment or Punishment (UU no. 5/1998);

5) International Convention on the Elimination of All Forms

of Racial Discrimination, 1965 (UU no. 29/1999);



6) [International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights (UU no. 11/2005);

7) International Covenant on Civil and Political Rights (UU
no. 12/2005);

8) Convention on the Rights of Persons With
Disabilities (UU n0.19/2011);

9) International Convention on the Protection of the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their

Families (UU no. 6/2012).

Pengaturan Mengenai HAM di Indonesia terdapat di UU
Nomor 39 Tahun 1999 telah mengatur berbagai bentuk HAM yang
dilindungi Hukum Internasional khususnya hak-hak ekonomi,sosial
dan budaya serta hak-hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh
siapapun.

Meskipun Indonesia telah mengatur perlindungan HAM

dengan sesuai standar internasional pelanggaran HAM di Indonesia



masih marak terjadi bahkan di dalam kehidupan sehari-hari,baik
yang dilakukan oleh Negara,aparat ataupun Warga Indonesia itu
sendiri.Tindakan mengambil atau merenggut hak-hak orang lain
dengan paksa sudah dari dulu terjadi di Indonesia.Bahkan kasus
pelanggaran HAM yang ada di Indonesia sudah ada sejak era setelah
kemerdekaan,era orde lama,era orde baru dan juga setelah reformasi.
Menurut Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945,
Negara berkewajiban untuk melindungi,memajukan,menegakkan
dan memenuhi HAM.Oleh karena itu Penegakan Hukum HAM Di
Indonesia merupakan hal yang sangat penting.Untuk mewujudkan
cita- cita tersebut,Indonesia memiliki beberapa Lembaga Penegakan
atau perlindungan HAM,yaitu :
a. Mahkamah Konstitusi
b. Komisi Nasional,Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia,Komisi Nasional perlindungan anak Indonesia
(KPAI),komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan

c¢. Komisi Ombudsman Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Indonesia juga telah membentuk Pengadilan Hak Asasi
Manusia.Pengadilan HAM ini adalah pengadilan khusus terhadap

pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM



berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah
hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang
bersangkutan.Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan
HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang

bersangkutan.

Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San
Francisco, Amerika  Serikat pada24  Oktober 1945 setelah
berakhirnya Perang Dunia II. Merupakan organisasi yang telah
memiliki 192 negara sebagai anggotanya , penerimaan keanggotaan
PBB tidak hanya memerlukan rekomendasi Dewan Keamanan,
namun juga tetap harus diputuskan melalui duapertiga suara Majelis
Umum.’ Negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk
memelihara perdamaian dan keamanan internasional,
mengembangkan  hubungan  persahabatan  antar  negara,
mempromosikan  pembangunan sosial, peningkatan standar

kehidupan yang layak, dan HAM.*

Sebagai organisasi yang berkomitmen penuh untuk
memelihara perdamaian,keamanan serta hak asasi manusia PBB

memiliki badan resmi yang menangani HAM vyaitu Kantor

3Sumaryo Suryokusumo, 2005, Hukum Organisasi Internasional, Fakultas
Hukum, Unpad, Bandung, hlm 20
4 https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list lainnya/perserikatan-bangsa-
bangsa-pbb, diakses 16 Agustus 2020




Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
Kantor ini dikepalai oleh seorang Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi
Manusia, yang mengkoordinasikan semua aktivitas HAM yang
dilakukan oleh sistem PBB dan mengawasi berjalannya Dewan

HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss.

OHCHR memimpin upaya HAM global dalam meghadapi
pelanggaran HAM diseluruh  dunia.Untuk melindungi HAM
,OHCHR membantu dalam memberikan bantuan kepada pemerintah
seperti memenuhi kewajiban individu mereka untuk mewujudkan

hak-haknya.’

Sebagai organiasi yang turut dalam membantu penegakan
HAM di dunia,PBB mempunyai dua mekanisme yaitui Charter
based mechanism yaitu mekanisme pembahasan isu HAM di dalam
persidangan intergovernmental berdasarkan pada Piagam PBB,
Deklarasi Universal HAM, dan Deklarasi dan Program Aksi Wina.
Tidak ada pembatasan mengenai isu HAM yang dibahas di
bawah charter-based mechanism. Mekanisme ini terdiri dari
persidangan mengenai HAM di Komite II dan III Majelis Umum

PBB, Persidangan Dewan HAM, Universal Periodic Review (UPR),

5 http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx .diakses 20 Juli 2020
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dan Special Procedure Mandate Holders (SPMH) dan Treaty based

mechanism yaitu mekanisme HAM yang membahas perkembangan

implementasi instrumen pokok HAM internasional melalui UN

treaty bodies/Badan-badan Traktat PBB. Mekanisme ini dijalankan

oleh masing-masing negara pihak instrumen pokok HAM

internasional sesuai dengan konvensi yang telah diratifikasinya.

Mekanisme Pelaporan HAM berdasarkan Piagam PBB

terbagi menjadi 2 :

a. Dewan HAM PBB :

1)

2)

3)

Khusus : Tugas kerja dari prosedur khusus adalah
sebagai pencarian fakta dan investigasi
Prosedur,mengadakan kunjungan ke Negara yang

bersangkutan.

Kelompok kerja merupakan partisipasi semua Negara
dan organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan
diskusi,perdebatan serta pembuatan rekomendasi dan
berpartisipasi  dalam  pembuatan  konvensi  dan

mekanisme HAM.

Sub Dewan Tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM
merupakan subkomisi yang mempunyai mandat untuk

melakukan penelitian,rekomendasi,berpartisipasi dalam
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pembuatan  konvensi dan  mekanisme-mekanisme
HAM,menerima laporan dan memeriksa dugaan

pelanggaran HAM.

b. Prosedur 1235 dan prosedur 1503

United Nations Economic and Social Council
(ECOSOC) memberikan kewenangan dalam bidang HAM
kepada Dewan HAM PBB melalui 2 prosedur. Prosedur 1235
Dewan HAM diberikan kuasa untuk melakukan pemeriksaan
keterangan yang relevan terkait pelanggaram HAM yang
diterima dari perseorangan,organisasi pemerintah dan negara
sebagaimana kemudian dimuat dalam surat pengaduan yang
di daftarkan oleh Sekretaris Jendral, kemudian melakuakan
studi terhadap pola pelanggaran HAM tersebut tetapi
prosedur ini bukalah prosedur individual, Dewan HAM yang
mengarahkan informasi pelanggaran HAM pada survey
umum Negara yang bersangkutan. Prosedur 1503 adalah
prosedur pengaduan individual dimana Dewan HAM diberi
kewenangan untuk mempelajari secara konfidensial
komunikasi individual. Komunikasi dari korban, organisasi
non pemerintah yang telah melewati pengujian dan diterima

di sekretaris Jenderal.
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Alasan penulis memilih judul ini penulis tertarik untuk
menganalisis mengenai kapan dan sejauh mana PBB dapat campur
tangan dalam penegakan hukum perlindungan terkhususnya
mengenai pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada prinsipnya
penegakan HAM di Indonesia menjadi kewenangan Indonesia
sebagai negara berdaulat. Namun dalam tahap tertentu
terkhususnya untuk kasus pelanggaran berat HAM, PBB dapat
campur tangan dalam penegakan HAM di Indonesia.Contohnya
kasus pelanggaran HAM Pasca jejak pendapat di Timor Timur,
kasus pelanggaran HAM di Papua yang menyebabkan Vanautu dan

Kepulauan Salomon minta campur tangan PBB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah
Bagaimana Peran PBB Dalam Membantu Penegakan HAM di

Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah
dirumuskan adalah untuk mengetahui bagaimana campur tangan
PBB dalam penegakan hukum perlindungan terkhususnya mengenai

pelanggaran HAM di Indonesia.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Secara Teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi
sebuah pembelajaran bagi perkembangan ilmu hukum pada
umumnya terkhusunya di bidang HAM

2. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat
memahami Penegakan HAM di Indonesia terutama bagi
akademisi yang sedang membutuhkan informasi Peran PBB

dalam membantu penegakan HAM di Indonesia

E. Keaslian Penelitian

Penulis dengan judul Peran PBB dalam Penegakan Perlindungan
Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesian bukan merupakan
duplikat atau plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya
asli penulis. Ada beberapa skripsi yang serupa tapi tak sama,

senada atau kemiripan dengan:

1. Skripsi
a. Penulis :
Nama : Oky Prayoga

NPM : 131000433
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Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Pasundan
Tahun 2017.
b. Judul Penelitian :

Peranan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dalam

Menjalankan Misi Pasukan Penjaga Perdamaian Di

Timor Timur

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah

dikemukakan

diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah,

sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan Hukum Pasukan Penjaga
Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di
Timor Timur ?

2. Bagaimana pelaksanaan tugas-tugas Pasukan Penjaga
Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di
Timor Timur ?

3. Bagaimana penyelesaian akhir misi Pasukan Penjaga
Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di
Timor Timur ?

d. Hasil Penelitian :
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Berdasarkan penulisan skripsi tersebut diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa Apa yang dilakukan PBB, dengan
keterlibatan badan-badannya secara langsung yang
notabene berbeda secara kerja dan 72 model serta
metodenya — menyajikan berbagai dimensi analisis sesuai
dengan objek dan cara kerja masing-masing. Hal ini
dapat dibuktikan dengan keterlibatan UNHCR yang
melakukan pendekatan psikologis dalam mengatasi
permasalahan psikologis para pengungsi, dan di sisi lain
UNDP hadir dengan metode pelatthan dalam
menciptakan masyarakat yang terampil. Penggunaan
multi metode dengan banyak dimensi didalamnnya, akan
menjadi  strategi pembangunan - perdamaian = jangka
panjang dalam mengatasi berbagai permasalahan yang
terjadi di berbagai sektor. Badan-badan PBB dengan
metodenya menjadi usaha dalam menciptakan stabilitas
pasca konflik. Sejumlah permasalahaan pasca referendum
kemerdekaan di = Timor  Leste  bermunculan.
Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup berbagai

aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat.
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2. Skripsi
a. Penulis :
Nama : Bayu Azhari Ramadhani
NPM : 107083103907

Program Studi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Universitas
Islam Negeri Syrif

Hidayatullah,Jakarta,Tahun 2014

b. Judul Penelitian :
Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus Ham Yang

Terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2012

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan  identifikasi  maslaah  yang  telah
diungkapkan maka dalam penelitian ini pernyataan yang
akan dijadikan sebagai dasar analisa adalah “Apa peran
OHCHR dalam menangani konflik etnis Rohingya?”
Hasil Penelitian :

Peran yang dilakukan OHCHR antara lain melakukan
penyelidikan khusus independen terhadap permasalahan
yang terjadi dan melakukan negosiasi kepada pemerintah

Myanmar agar dpat mengambil tidakan untuk
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menghentikam pelanggaran HAM yang terjadi kemudian
OHCHR juga menjalankan  perannta  sebagai

inisiator,fasilitator dan mediator.

3. Skripsi
a. Penulis :
Nama : Selly Putri Utami
NPM : 208083000008

Program Studi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun

2015

b. Judul Penelitian :
Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mendorong

Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia

Tahun 2012

¢. Rumusan Masalah :
Berdasarkan Pernyataan masalah tersebuat diatas maka
dapat ditarik sebuah pertanyaan penelitian yaitu

Bagaimana Upaya PBB dalam Mendorong Perlindungan
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Kebebasan Bergama dan Berkeyakinan di Indonesia
tahun 20127
Hasil Penelitian :
Dalam konteks Kebebasan Beragam dan
Berkeyakinan,Indonesia telah melalui 2 putaran UPR
Dewan Ham PBB.Pada tahun 2008,Working Group
mengadopsi laporan Indonsia dan disahkan dala
paripurna Dewan HAM PBB pada 14 MEI 2008 melaui
resolusi A/HRC/8/23.
Peninjauan Kedua UPR dilakukan pada 23 Mei 2012
Indonesia menerima 150 rekomendasi,menolak 30
rekomendasi dan tidak satupun rekomendasi yang
ditunda tanpa penjelasan
Konisi tersebut memuktikan Indonesia menjadi
perhatian Pelapor Khusus Dewan Ham PBB
Meskipun begitu tetap ada keyakina bahwa pemerintah
pasti merasa harus memperbaiki diri dan mencoba
jangan sampai lasis ini terulang kembali dan kembali
memperburuk citra Indonesia.

Berdasarkan  ketiga  skripsi  yang telah
dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti.

Letak perbedaannya Oky Prayoga menekankan pada
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peran PBB dalam melakukan misi Penjaga Pasukan
Perdamaian PBB ,Bayu Azhari Ramadhani menekankan
pada Peran OHCHR dalam menangani kasus HAM
yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar tahun
2012. Selly Putri Utami menekankan pada Upaya
Perserikatan  Bangsa-Bangsa Dalam  Mendorong
Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia
Tahun . Penulis menekankan pada bagaimana dan
sejauh mana PBB dapat berperan membantu

menegakkan HAM di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

2. United Nation

United Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

adalah organisasi antar-pemerintah dunia yang didirikan di San
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Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton
Oaksdi Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama —
dihadiri wakil dari 51 negara baru berlangsung pada 10 Januari
1946 (di Church House, London). Saat ini jumlah Negara anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 193 negara dan
memiliki perwakilan setara dalam Majelis Umum Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB).°
3. United Nation High Commisioner for Human Rights (OHCHR)

OHCHR merupakan badan resmi PBB yang menangani HAM
yang di Jenewa,Swiss .OHCHR memimpin upaya HAM global
dalam menghadapi pelanggaran HAM diseluruh dunia.
1. Beberapa mekanisme Pelaporan HAM berdasarkan Piagam
PBB:

a. Prosedur Khusus : Tugas kerja dari prosedur khusus
adalah sebagai pencarian fakta dan
investigasi,mengadakan kunjungan ke Negara yang
bersangkutan.

b. Kelompok kerja merupakan partisipasi semua Negara
dan organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan

diskusi,perdebatan serta pembuatan rekomendasi dan

6 Ibid.,hal 8.
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berpartisipasi  dalam  pembuatan  konvensi  dan
mekanisme HAM.

Sub Dewan Tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM
merupakan subkomisi yang mempunyai mandat untuk
melakukan penelitian,rekomendasi,berpartisipasi dalam
pembuatan  konvensi dan = mekanisme-mekanisme
HAM,menerima laporan dan memeriksa dugaan
pelanggaran HAM.

. Prosedur 1235 dan prosedur 1503. Prosedur 1235 Dewan
HAM diberikan kuasa untuk melakukan pemeriksaan
keterangan yang relevan terkait pelanggaram HAM yang
diterima dari perseorangan, organisasi pemerintah dan
negara sebagaimana kemudian dimuat dalam surat
pengaduan yang di daftarkan oleh  Sekretaris
Jendral,kemudian melakuakan studi terhadap pola
pelanggaran HAM tersebut tetapi prosedur ini bukalah
prosedur individual, Dewan HAM yang mengarahkan
informasi pelanggaran HAM pada survey umum Negara
yang bersangkutan. Prosedur 1503 adalah prosedur
pengaduan individual dimana Dewan HAM diberi
kewenangan untuk mempelajari secara konfidensial

komunikasi  individual. Komunikasi  dari  korban,
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organisasi non pemerintah yang telah melewati

pengujian dan diterima di sekretaris Jenderal.’

4. Definisi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum sebagai suatu proses,
pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut
membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah
hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara
konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan
meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah
yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar
filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan

tampak lebih konkrit.®

5. Pengertian Hak Sipil
Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai

hakikat dari keberadaan seorang manusia.’

7 Ibid.,hal 9

& Soekanto Soerjono, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo, Jakarta, hlm.220

% Ifdhal Kasim, 2001, Hak Sipil dan Politik, Penerbit ELSAM, Jakarta, him 49
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6. Pengertian Hak Politik
Hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di

dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan di

hormati oleh Negara dalam keadaan apapun '

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif
merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif
berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini
menggunakan Universal Declaration Of Human Rights (Pernyataan
Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia) sebagai bahan hukum
primernya. Penelitian ini juga dilakukan dengan data sekunder yaitu
dari pendapat-pendapat para ahli dan buku-buku hukum yang

berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data
Dalam Penelitian Normatif data yang digunakan adalah berupa data

sekunder, yang terdiri atas:
a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer merupakan Peraturan Perundang-

19 Ihid.,hlm.22
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undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini
Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu:
1) Universal Declaration Of Human Rights
(Pernyataan Sedunia Tentang Hak Asasi
Manusia).
2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa
pendapat yang diperoleh dari buku-buku tentang Hak Asasi
Manusia dan juga tentang hukum Internasional. Selain itu,
bahan hukum HAM Internasioal dari jurnal hukum, website
internet, dan surat kabar yang terkait dengan masalah dalam
penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum untuk
memperjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum

sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan cara pengumpulan data
Studi Kepustakaan, yaitu dengan memperlajari bahan hukum primer

berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum
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sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier
berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, internet dan

juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.

. Analisis Data

Penelitian hukum yang dilakukan ini menggunakan jenis
penelitian yang memfokuskan kepada suatu peraturan dan hukum
yang berlaku, sehingga metode analisis atau proses berpikir yang
digunakan penalaran deduktif yaitu dimana penalaran dilakukan
dengan menguaraikan fakta-fakta Umum Kesimpulan yang bersifat

khusus.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang ada sebagaimana
diuraikan dalam BAB II ,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran
PBB dalam penegakan perlindungan HAM di Indonesia adalah
Memberikan berbagai macam rekomendasi paragraf 108 sebagai hasil
dari sidang Universal Periodic Review (UPR) pada tahun 2012 dalam
rangka menangani  kasus kebebasan beragama di Indonesia,yaitu
rekomendasi mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan
khususnya pada kelompok  Ahmadiyah, Bahai, Syiah dan
Kristen.Rekomendasi lainnya yang mendorong Indonesia untuk
memperkuat Lembaga HAM  seperti KOMNAS  HAM,serta
meningkatkan program penegakan Hak Perempuan dan Hak Anak.PBB
membentuk The Internasional Commission of Inquiry on East Timor
(ICIET) pada tahun 1999 untuk mengumpulkan secara sistematis
informasi tentang kemungkinan pelanggaran HAM di  Timor
Timur.Pembentukan misi untuk Timor Timur yaitu United Nations
Mission in East Timor (UNAMET) pada Juni 1999 untuk merealisasikan

referendum Timor Timur dan membuat kesepakatan antara Indonesia,
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Portugal dan PBB.Selain itu,PBB juga mendesak Indonesia untuk
melakukan dialog dengan rakyat Papua dalam rangka menyelesaikan isu
pelanggaran HAM yang ada di Papua.PBB juga akan berkunjung ke
Papua untuk mengumpulkan informasi sistenatis mengenai isu

pelanggaran di Papua.

Saran

Dari pembahasan dan analisis data ini, ada beberapa saran untuk
dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlindungan HAM di
Indonesia yaitu :

1. Perbaikam kinerja oleh pemerintah agar perlindungan dan penegakan
HAM di Indonesia dapat berjalan maksimal dan agar pelaku
pelanggaran HAM dapat ditindak secara tegas.

2. Saran khusus untuk PBB mengenai masalah pelanggaran HAM di
Papua.PBB harus mendesak Pemerintah Indonesia agar segera di
izinkan untuk menginvestigasi langsung ke Papua.PBB juga bisa
membentuk misi khusus untuk mengumpulkan informasi secara
langsung di Papua,sehingga PBB mendapatkan data yang valid dan

dapat menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi.
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